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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang 

         Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), antara 

lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan 

landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.  



 
 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangatlah mutlak diperlukan 

dalam kehidupan modern ini. Pemerintahan daerah tidak hanya mengatur 

keperluan- keperluan daerah, tetapi juga menjadi landasan berpijak dalam 

melaksanakan segala kegiatan pemerintahan yang bersifat kedaerahan. Secara 

teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. 

1 Pemerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan- perubahan 

dalam menggunakan sumber daya secara cermat. Jika dicermati, definisi 

Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”.2 

Pemerintah Daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum 

dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk 

kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan 

pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan 

kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali 

                                                             
1 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Erlangga,Jakarta, 2004), hlm. 23.  

2 Pasal 1 ayat (2), Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . 



 
 

yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. 

Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem 

pemerintahan daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemerintah 

Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.3 

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan 

daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan 

lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan 

anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam 

membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi 

daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. 

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 yang kini telah dirubah menjadi 

Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 

menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara 

pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya 

kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, 

yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan 

kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah 

Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance).  

                                                             
3  Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Erlangga, Jakarta, 2004), hlm. 

18. 



 
 

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan 

mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala daerah melaksanakan fungsi 

pelaksanaan atas Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dan 

kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, 

anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling).  

         Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) mengakibatkan beberapa perubahan di 

dalam model pengaturan dan system pemerintahan tentang pemerintahan 

daerah. UU Pemda menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara 

pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. 

         Dalam pembentukan Perda menurut UU Pemda, harus selalu di bawah 

pengawasan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai penanggung 

jawab akhir seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dalam 

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. 

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, 

dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup 



 
 

diatur dalam UU Pemda secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya 

secara terintegrasi. 

         Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi 

legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut 

pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang 

telah tertuang dalam perda. 4  

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good 

governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban 

masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang 

tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. 5 

         Pada dasarnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat diantaranya sebagai 

pembentukan legitimasi adalah fungsi badan perwakilan atas nama rakyat 

berhadapan dengan eksekutif. Badan inilah secara konstitusional membentuk 

citra demokratis pemerintah, sekaligus penentu stabilitas politik. Karena itu 

DPRD sebagai lembaga perwakilan terlalu pasif dan tidak pernah memberikan 

koreksi atau mengingatkan eksekutif, justru mereka yang kehilangan 

legitimasinya.  

                                                             
4 Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD, (Adeksi, Jakarta, 2004), 

hlm.73. 
5  Syamsudin Haris, Desentralisasi & otonomi Daerah, (LIPI Press, Jakarta, 2005), hlm. 147. 



 
 

         Maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana 

evaluasi hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan 

rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian 

dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan menjadi 

peraturan daerah. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak daerah yang 

belum dapat menyelesaikan APBD nya tepat waktu sehingga memberikan 

dampak yang buruk terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dapat 

berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat, dan kinerja 

pemerintah terhadap pencapaian visi misi.  

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menetukan berhasil 

tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan 

otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan 

keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Oleh karena itu diperlukan peran DPRD yang merupakan lembaga yang 

memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja 



 
 

daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung 

dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.  

Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang mampu mendorong 

masyarakat untuk merasa memiliki sumber daya. Sehingga mereka pun dapat 

turut serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan. Di era otonomi daerah 

seharusnya paradigma ‘membangun daerah’ lebih difokuskan. Artinya, 

daerahlah yang harus mempunyai inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam 

menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan daerah.6 

         Namun dalam kenyataannya terdapat kesan yang kuat yang berkembang 

di tengah- tengah masyarakat bahwa proses pembuatan kebijakan APBD 

hingga ditetapkannya dalam Peraturan Daerah tidak menggunakan prinsip-

prinsip yang dianut di dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), 7 tetapi lebih banyak dibuat atas dasar kepentingan para aktor 

pembuat kebijakan aparat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD baik 

kepentingan individual, kelompok, dan partai. 

Akibat dari proses pembuatan kebijakan APBD yang demikian, menyebabkan 

kepentingan masyarakat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-

undangan menjadi terabaikan terutama sekali yang bertautan dengan upaya 

                                                             
6 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah., (Erlangga, Jakarta, 2004),  hlm. 

77. 
7 Juanda Nawawi, “ Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1”, ( Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin,)  Januari 2015, hlm 28. 



 
 

pengentasan kemiskinan di wilayah pemerintah daerah tersebut. Selain itu 

APBD dinilai tidak memiliki sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kota 

yang ada.  

Dari gambaran permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan 

dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana “ ANALISIS PENERAPAN 

HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH 

DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH ”. 

B.    Rumusan Masalah  

         Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. 

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

beberapan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsin ini, 

yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah 

Daerah  Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah?  

2. Apakah ada faktor penghambat Hubungan Kewenangan DPRD Dan 

Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah? 

 



 
 

C.     Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Hubungan Kewenangan DPRD Dan 

Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah.  

2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat Hubungan Kewenangan 

DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah.  

D.     Kegunaan Penelitian 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara 

teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut : 

1.      Kegunaan secara teoritis 

a) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

b) Menjadi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembang ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum Pemerintahan daerah pada khususnya. 

c) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 

untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya. 

 



 
 

2.      Kegunaan secara praktis 

a) Untuk memberikan pemikiran alternatif sebagai bahan informasi berkaitan 

dengan hubungan kewenangan DPRD dan pemerintah daerah dalam 

penetapan APBD.   

b) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para penyelenggara 

anggarandaerah dalam rangka perbaikan sistem penetapan APBD Perubahan. 

 

E.    Ruang Lingkup Penelitian  

          Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang 

sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi 

maka hanya di fokuskan terhadap Hubungan Kewenangan DPRD Dan 

Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran  Pendapatan Dan Belanja 

Daerah. 

F.     Kerangka Teori 

1. Teori Kedaulatan Rakyat     

          Teori kedaulatan rakyat muncul karena adanya contract social yang 

pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang pemecahan masalahnya 

menggunakan suatu sistem tertentu yang memenuhi kehendak rakyat.  

          Pemikiran Jean Jacques Rousseau tentang contract social (perjanjian 

masyarakat) mengisyaratkan bahwa perjanjian masyarakat ini adalah suatu 



 
 

bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di 

samping kekuasaan pribadi dan milik setiap orang. Meskipun demikian, 

masing- masing individu tetap mematuhi dirinya sendiri sehingga setiap 

individu merasa merdeka.8 

           Dengan perjanjian masyarakat demikianlah meskipun ajarannya masih 

bersifat hipotesis dan pemikiran akal, diselenggarakanlah suatu perjanjian 

masyarakat dengan orang- orang untuk membentuk suatu kesatuan yang 

disebut masyarakat. Penguasa mendapatkan kekuasaan dalam perjanjian ini 

tetapi dengan adanya kontrak sosial rakyat dapat pula memutuskan perjanjian 

tersebut.  

          Teori kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah 

menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam 

pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas- batas 

perundang- undangan, sedangkan undang- undang yang berhak membuat 

adalah rakyat itu sendiri. Maka, undang- undang merupakan penjelmaan dari 

kemauan dan kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan 

tertinggi atau kedaulatan.9 

 

 

 

                                                             
8 Soehino, Ilmu Negara, (Liberty,Yogyakarta, 2005), hlm. 119. 
9 Ibid., hlm. 161. 



 
 

2.  Teori Pengawasan  

        Pengawasan muncul ketika tias politica (distribution of power) 

memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dengan 

adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing- 

masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu 

pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing- masing 

bidang harus dibatasi kekuasaanya di bidang- bidang tertentu.10  

          Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah 

agar sesuatu perbuatan/keputusan organisasi/pejabat pemerintah tidak 

merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan 

ini sangat diperlukan agar perbuatan pejabat publik (pejabat pemerintah) 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan dan sesuai dengan hukum 

yang berlaku, sehingga bisa mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan 

wewenang dari pejabat pemerintah.   

         Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda disebutkan 

dalam Pasal 42 huruf c Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan 

serta cara pengawasan.   

                                                             
10 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Nusamedia, Bandung,  2009),  

hlm. 382 



 
 

           Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh DPR 

atau parlemen merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena dalam sistem 

representatif government pengawasan merupakan kekuasaan asli (original 

power) parlemen. Pengawasan dalam perspektif HAN adalah mencegah 

timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang 

telah digariskan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan 

yang terjadi (represif).11 

3.      Teori Wewenang 

         Kompetensi legislative yang diberikan kepada pimpinan departemen 

pemerintah terkadang sangat luas. Sehingga konsep pemisahan kekuasaan 

memberi wewenang kepada pimpinan depaertemen pemerintah untuk 

membuat norma- norma umum, tanpa suatu wewenang khusus yang berasal 

dari organ ini dalam bentuk “undang- undang pemberian wewenang” yang 

disebut ermachtigungsgesetz.12 

         Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Agar fungsi suatu 

badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas 

tertentu, dengan cacatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan 

wewenang tidak selalu. secara teoritik kewenangan/wewenang yang 

                                                             
11 S.F. Marbun dkk, Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta,  

2004), hlm. 267. 
12 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Nusamedia, Bandung,  2009),  

hlm. 384. 



 
 

bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 

(tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 

         Terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang luas 

dalam melaksanakan pembangunan, menerapkan dan melaksanakan hukum 

dan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun penegakan hukum, 

dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai public 

service harus tunduk pada hukum, sebagai konsekuensi dari paham negara 

yang berdasarkan atas hukum. 

4.    Teori Demokrasi  

          Demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau goverment or rule by the 

people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kartos/kratein berarti kekuasaan/ 

berkuasa. Plato juga membuat konsep demokrasi yang berarti “kekuasaan 

ditangan rakyat”. 

           Demokrasi perwujudannya adalah dengan adanya pemerintahan yang 

bersendikan perwakilan rakyat, kekuasaan dan kewenangannya berasal dari 

rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil serta bertanggung jawab penuh 

terhadap rakyat. Oleh karenanya, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan 

umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang diselenggarakan 

secara berkala dan bebas.13 

                                                             
13 A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Bayu Media Publising, Malang, 2005), hlm. 76. 



 
 

           Hal ini sejalan dengan konsep ideal pemerintahan “Good and Clear 

Governance” yang pada akhirnya akan menciptakan “Good Governance”. 

Yang bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

berdasarkan prinsip transparansi dan ankuntabilitas dan berbasis pada 

kemampuan lokal. 

G.      Metode Penelitian  

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan 

adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

            Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori 

hukum, dan pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. 

Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan 

pemerintahan dan juga menggunakan teori-teori hukum keuangan negara. 

   2.   Metode Pendekatan 

          Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. 

Menurut Roni Hanitijo Soemitro,“ Metode Yuridis Normatif adalah 

pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode 



 
 

pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin 

ilmu yang bersifat dogmatis.” 

Penelitian dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji berbagai bahan 

hukum yang berkaitan dengan APBD dan APBD Perubahan. Bahan hukum itu 

pun terdiri dari : 

a.  Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lainnya yang 

berkaitan dengan APBD dan APBD Perubahan, yaitu : 

1)  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan   

     Negara  

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan   

     Keuangan Pemerintah Pusa  dan Daerah 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   

     Daerah 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

    Pengelolaan Keuangan   Daerah 



 
 

6)  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

     Pemerintahan Daerah 

7) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedomaan  

     Pengelolaan Keuangan Daerah 

8) Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan  

     APBD Tahun Anggaran 2015 

9) Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan   

     APBD Tahun Anggaran 2016 

          b.  Bahan Hukum Sekunder,  

          yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-

buku tentang hukum keuangan negara dan hukum pemerintahan daerah.  

          c.   Bahan Hukum Tersier,  

          yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kasus hukum dan situs website. 



 
 

  3.   Tahap Penelitian ini menggunakan tahap penelitian : 

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu cara memperoleh konsepsi-

konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. 

b) Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap peraturan 

perundang-undangan guna mendapatkan landasan-landasan teoritis dan 

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui 

naskah yang ada. 

   4.    Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan  

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu : 

        Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jl. Sriajaya Negara, 

Bukit Lama, kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. 

H.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a) Teknik Pengumpulan Data 

         Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 Studi Dokumen, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data 

tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya 



 
 

dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk 

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi 

mengenai masalah yang diteliti. Data diperoleh dari undang undang, buku-

buku, dan literatur-literatur catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada 

hubungan nya dengan masalah yang dipecahkan yang berkaitan dengan 

hukum keuangan negara dan hukum pemerintahan daerah. 

b) Alat Pengumpul Data 

          Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam pengumpulan data 

untuk keperluan penelititian ini adalah :  

          Dokumentasi dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul datanya 

dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan 

lengkap deangan menggunakan alat elektronik komputer.  

c) Analisis Data  

        Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif berdasarkan peraturan perundang – undangan dan pandangan para 

pakar serta di uraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berpikir 

deduktif. pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi 



 
 

terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis 

dan konstruksi.14 

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif 

dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke 

dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil 

analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi 

(a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.15 

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum 

dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, 

dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan 

naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-

undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga 

harus dijadikan acuan.  

Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya 

saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna 

                                                             
14 Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif,  (Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006),  Hal. 251-252. 
15 Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang 

(leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-

undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-

historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi 

holistik tematis-sistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie., Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata 

Negara, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997,  Hal. 17-18 



 
 

selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak 

terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter 

sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal 

(what does it linguitically mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna 

teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan.  

Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menueut 

pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau 

dianggap sudah baku. 16 Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait 

dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi 

sedangkan, interpretasi teleologis (what does the articles would like to 

archieve) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada 

penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan 

jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung 

tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut 

memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan 

konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.17 

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta 

pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan 

tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus 

                                                             
16 Ph. Visser’t Hoft., Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief 

Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung,  2001, Hal. 25 

17 Ibid. Hal. 30 



 
 

dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks 

kemasyarakatan aktual.  

I.    Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir 

deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan 

logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara 

umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan 

norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan 

hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian 

persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan 

sebagai jawaban atas permasalahan hukum. Cara ini tidak terlalu diarahkan 

untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang 

saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan 

sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan 

guna menjawab permasalah penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang 

bersifat umum menunju yang hal bersifat khusus.18 

 

 

                                                             
18 B. Arief Sidharta (Penerjemah). .Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, 

Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Rafika Aditama, Bandung,  2009,  Hal. 56-57 



 
 

J.      Sistematika Penulisan 

         Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka 

penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab 

yaitu : 

BAB  I  : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar   

                 belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,      

                 ruang lingkup penelitian, kerangka teori, penelitian, dan teknik  

                 pengumpulan bahan hukum, teknik penarikan kesimpulan,  

                 sistematika penulisan. 

BAB  II :  Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan   skripsi,  

                  berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan  

                  berupa tinjauan terhadap teori-teori  mengenai kewenangan antara  

                  DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran   

                  Pendapatan Belanja Daerah. 

 BAB III : Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah  yang  

                  dimuat dalam bab I dan juga teori-teori dijelaskan pada bab II. 



 
 

 BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan  

                 intisari dari penulisan skripsi ini. 
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